BABII
LANDASAN TEORI
A. Hasil Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam penelitian ini akan
dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti
yang pernah penulis baca diantaranya :

1. Siti Patimah (2022), dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Amuntai, judul penelitian "Implementasi Program KB Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang Di Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rukam Hulu
dan Desa Rukam Hilir)". Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi
Kasus Desa Rukam Hulu dan Desa Rukam Hilir) ini belum
terimplementasikan dengan baik, ini terlihat dari indikator yang
optimal yaitu kejelasan sasaran program, pengevaluasian, efektivitas
jejaring untuk mendukung program, dukungan dari pimpinan,
keterampilan teknis petugas, sifat komunikasi internal, hubungan yang
baik antar instansi dengan kelompok sasaran, kualitas pimpinan
instansi yang bersangkutan, komitmen petugas terhadap program.
Adapun indikator yang kurang optimal yaitu kendala sumber daya
petugas, sosial kultural, keterlibatan para penerima program, fasilitas
yang cukup, kontrol terhadap sumber dana. Faktor yang

mempengaruhi terbagi menjadi 2 ada faktor adalah faktor pendorong
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Implementasi Program KB MKIJP yaitu dukungan dari pimpinan,
keterampilan teknis petugas, sifat komunikasi internal dan faktor
penghambat yaitu kurangnya sumber daya petugas, sosial kultural,
keterlibatan para penerima program, fasilitas yang cukup, kontrol
terhadap sumber dana. Untuk meningkatkan Implementasi Program
KB MKIJP maka disarankan Kepada Kepala DPPKB dan Bidang KB
agar menyediakan fasilitas untuk KB MKIJP di desa dan melakukan
penambahan dana. Kepala koordinator BPKB Kecamatan Amuntai
Selatan melakukan penambahan PLKB/PKB. Masyarakat agar lebih
membuka wawasan mengenai KB MKIJP. Metode yang digunakan
adalah metode kualitatif dan menggunakan 12 orang informan.
Riski Hoeriah (2019) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, judul penelitian
“Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di
Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota
Serang Provinsi Banten”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
Implementasi Program Kampung KB di Kampung Kaliwadas
belum berjalan secara optimal karena pengurus kampung KB yang
kurang aktif dan inisiatif dalam membuat kegiatan untuk poktan,
sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga kurangnya
koordinasi dan dukungan dari lintas sektor. Saran kepada dinas terkait
untuk melakukan peningkatan potensi pengelola dan pelaksana

kegiatan di Kampung KB juga peningkatan sarana dan prasarana di
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Kampung KB. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan
menggunakan teori Merilee S. Grindle dalam Leo Agustino, 2008.

Tabel 2.1
“Hasil Penlitian Relevan”

Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan
Siti Implementasi | Hasil penelitian |a. sama-sama a. Lokasi
Patimah | Program KB | menunjukkan membahas penelitian
Metode bahwa implementasi yang
Kontrasepsi Implementasi program KB dilakukan
Jangka belum dan masih | peneliti
Panjang  Di | terimplementasik memiliki terdahulu
Kecamatan an dengan baik, | kekurangan berbeda
Amuntai ini terlihat dari | sehingga dengan
Selatan indikator ~ yang | menimbulkan penulis.
Kabupaten optimal yaitu | celah b.Jumlah
Hulu Sungai | kejelasan sasaran | penelitian informan
Utara (Studi | program, yang dapat | penelitian
Kasus Desa | pengevaluasian, dijadikan terdahulu
Rukam Hulu | efektivitas dasar bagi | berjumlah 12
dan Desa | jejaring untuk | penelitian orang sedang
Rukam Hilir) | mendukung selanjutnya. penulis
program. b. Sama-sama menggunakan
mengambil 11 orang
teori G. informan.
Shabbir
Cheema dan
Dennis A.
Rondinelli.
. Pendekatan
dan tipe
penelitian
sama dengan
penulis.
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Riski Implementasi | Hasil dari | a.sama-sama a.Lokasi
Hoeriah | Program penelitian ini | membahas penelitian
Kampung Implementasi implementasi yang
Keluarga Program program KB dilakukan
Berencana Kampung KB di | dan masih | peneliti
(KB) Di | Kampung memiliki terdahulu
Kampung Kaliwadas belum | kekurangan berbeda
Kaliwadas berjalan  secara | sehingga dengan
Kelurahan optimal  karena | menimbulkan penulis.
Lopang pengurus celah
Kecamatan kampung KB | penelitian b.Penelitian
Serang Kota | yang kurang aktif | yang dapat | terdahulu
Serang dan inisiatif | dijadikan mengambil
Provinsi dalam membuat | dasar bagi | teori Merilee
Banten. kegiatan  untuk | penelitian S. Grindle
poktan. selanjutnya. dalam Leo
b.Pendekatan Agustino,
dan tipe | 2008
penelitian sedangkan
sama dengan | penulis
penulis. mengambil
teori G.
Shabbir
Cheema dan
Dennis A.
Rondinelli.

Sumber Data: Dibuat Peneliti Tahun 2025
B. Tinjauan Teoritis
1. Implemetasi
a. Pengertian Implemetasi
Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam Artha Glory
Romey Manurung, Roni Habibi (2022:3) menjelaskan bahwa

implementasi adalah kegiatan dilakukan untuk mendistribusikan
keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh
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para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk
mewujudkan kebijakan.

Menurut Haedar Akib dalam Indra Kertati, Harsoyo,
Setyohadi Pratomo (2023:22) Implementasi merupakan persamaan
fungsi dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari
akibat. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan
itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh
implementor dalam kurun waktu tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan proses pelaksanaan dari kebijakan atau rencana yang
telah dirumuskan dengan matang.

b. Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa
rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa
dampak yang positif. Tim yang berkaitan dengan perencanaan
implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu
rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase
eksekusi. Rencana implementasi akan menjadi kunci untuk
menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk
mencapai tujuan atau inisiatif bersama.

2. Kebijakan Publik
a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil
untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan secara umum
menurut Said Zainal Abidin dalam Uddin B. Sore dan Sobirin

(2017:5) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang
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bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau
instansi yang bersangkutan.

2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah
tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada di
bawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Joko Pramono (2020:28) Kebijakan adalah
rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan
cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan,
organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau dan Prewitt
dalam Siti Osa Kosassy, Syamsul J, dan Nasrizal (2024:15) yang
menyatakan: “Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan
oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku
dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi
keputusan tersebut”.

Menurut Eyestone dalam Hayat (2018:12) mengemukakan
bahwa kebijakan adalah hubungan pemerintah dengan unit-unit
dalam lingkungan pemerintahan. Hubungan antarunit-unit dalam
lembaga pemerintahan yang bersumber secara fo-down. Setiap
atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh
bawahan, baik secara kelembagaan ataupun personal. Kebijakan itu
berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan
yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-
kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk
dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagai konsekuensi
logis dalam tindakan dan pertanyataan oleh pemerintah.

. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Hayat (2018: 13-14) kebijakan publik adalah suatu
keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk
kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya

mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya.
Semua proses kebikan publik saling memengaruhi satu sama
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lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus
saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan
optimal.

Berdasarkan yang dikutip dari James Anderson, “kebijakan
publik” dalam Dindin Muhafidin dan Yadiman (2018:2)
menjadikan penerapan arah terhadap suatu tindakan yang sudah
mempunyai ketetapan jelas oleh berbagai aktor dalam
menyelesaikan suatu persoalan hingga suatu permasalahan
sehingga definisi tersebut bisa dikatakan jelas karena tidak hanya
berupa pengusulan saja, tetapi dapat menjelaskan pusat perhatian
yang seharusnya dilakukan, di mana dapat menguraikan keputusan
dari kebijakan yang sudah tersedia.

Menurut Aminuddin  Bakry dalam Dedi Efriadi,
Mardansyah, dan Padrisan Jamba (2020: 27-28) mengungkapkan
bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan
pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk
kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.

Sementara, Hugwood dan Gunn dalam Hayat (2018: 15-17)
berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari sepuluh definisi,
yaitu:

1) Kebijakan sebagai merk bagi suatu bidang kegiatan tertentu (as
a label for a field activity). Merk atau label dari kebijakan akan
menjadi sebuah kebersinambungan dan menjadi program rutin
yang diselenggarakan serta melekat dalam diri kebijakan
tersebut. Seperti kebijakan Bantuan Langsung Tunai ketika
Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjadi Presiden. Label
atau merk kebijakan akan menjadi program bagi pemerintah
yang bisa ditandai sebagai bagian dari bentuk kebijakan
publik. Label atau merk itulah yang akan dikenal dan mengena
bagi masyarakat tentang kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah, sehingga memberikan kesan dan pesan yang
memberikan dorongan partisipatoris aktif bagi masyarakat.

2) Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum
atau keadaan tertentu yang dikehendaki (as an expression of
general purpose or desired state of affairs). Pernyataan
pemerintah tentang sebuah keputusan yang berkaitan dengan
kebutuhan dan kepentingan umum dan/atau kepentingan
masyarakat, baik untuk menyelesaikan persoalan yang
dihadapi atau hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melakukan kebijakan secara umum untuk kebaikan
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4)

5)
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dan kepentingan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan
kebijakan tersebut.

Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (as specific
proposals). Usulan-usulan khusus yang muncul secara bottom
up atau top down yang berhubungan secara langsung dengan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya yang
menyangkut masalah kehidupan masyarakat yang dipandang
perlu untuk diambil langkah konkret pengambilan keputusan
yang melahirkan kebijakan dari pemerintah. Hal urgent yang
datangnya dari masyarakat langsung atau dari pemerintah
langsung dan bersifat penting, bisa dijadikan sebagai kebijakan
publik.

Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (as decision of
government). Apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah
dalam pengambilan keputusannyaadalah kebijakan publik.
Sekalipun pengasan pemerintah terhadap sesuatu itu dalah
diam, maka diamnya pemerintah adalah kebijakan publik
sebagai keputusan pemerintah.

Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (as formal
authorization). Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal
adalah seperti kebijakan yang berbentuk regulasi dari
pemerintah yang berupa peraturan perundang-undangan
sebagai legitimasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, yang
dilakukan melalui pengesahan secara formal. Kebijakan-
kebijakan yang bersifat formal biasanya mengikat bagi
stakeholder dalam kebijakan serta konsekuensi yang
mengikutinya.  Misalnya  keberadaan = UU, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan peraturan-peraturan
lainnya yang mengikat secara formal.

Kebijakan sebagai program (as programme). Program-program
pemerintah adalah bagian dari kebijakan publik. Setiap
program yang dilakukan oleh pemerintah, baik program yang
bersifat formal ataupun nonformal, dapat dikatakan sebagai
kebijakan. Program kerja yang dihasilkan dari rencana kerja
adalah bentuk kinerja untuk pembangunan pemerintah dalam
jangka waktu yang sudah ditentukan untuk kepentingan
masyarakat dan membangun sinergi dalam tata kelola
pemerintahan yang baik.

Kebijakan sebagai keluaran (as output). Kebijakan sebagai
keluaran berarti setiap kebijakan publik pasti mempunyai
keluaran yang diharapkan. Keluaran yang dihasilkan dari
program kerja menjadi bagian dari kebijakan publik. Misalnya
pembuatan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan
penanganan sampah, maka output peraturan yang dihasilkan
menjadi keputusan dalam penanganan sampah. Keputusan
peraturan tersebut masuk dalam katagori kebijakan publik.
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8) Kebijakan sebagai hasil akhir (as outcome). Begitu juga
dengan outcome sebagai bagian dari kebijakan yang
merupakan hasil akhir dari program-program kerja yang sudah
dilakukan. Hasil akhir dari program atau pekerjaan dari
pemerintah itu adalah bagian dari kebijakan.

9) Kebijakan sebagai suatu teori atau model (as a theory or
model). Dalam suatu pemerintahan, berbagai kajian dan
analisis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh
pemerintahan yang menghasilkan berbagai output atau
outcome untuk dijadikan sebagai suatu kebijakan bagi
pemerintah. Di samping itu, dalam penelitian, pengakajian,
maupun analisis yang menghasilkan teori baru atau model baru
atau temuan baru dapat dijadikan sebagai kebijakan untuk
diterapkan dan dilaksanakan.

10) Kebijakan sebagai proses (as process). Sebagai proses,
kebijakan akan mempunyai keterkaitan antara kebijakan yang
satu dengan kebijakan yang lainnya. Setiap keputusan atau
peraturan mempunyai sifat hirarki antara satu peraturan dengan
peraturan yang lainnya, sehingga membentuk sebuah
kolaborasi kolektif yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan Pemerintah secara berkelanjutan
melakukan upaya untuk mening- katkan kesejahteraan,
keadilan, dan kebaikan bagi masyarakat. Proses yang terus
berkesinambungan, yang membentuk sebuah keputusan atau
kebijkan, adalah termasuk juga kebijakan publik.

Menurut Ghani dan Lockhart dalam Solichin Abdul Wahab
(2012:5), dalam hal ini juga menegaskan keberadaan kebijakan
publik itu dengan mengatakan bahwa “public policy is all around
us, defining our daily experiences and life chances even if we
cannot see it” (kebijakan publik ada di sekitar kita, mendefinisikan
pengalaman kita sehari-hari dan kemungkinan hidup kita, bahkan
jika kita tidak bisa melihatnya).

Menurut Joko Widodo (2021:14-15), maksud dan tujuan
kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah publik yang
tumbuh kembang dimasyarakat. Masalah tersebut begitu banyak
macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua
masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijkan publik. Hanya
masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut
memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah
kebijkan publik (only those that move people to action become
policy problems). Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan

publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan
publik.
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C. Proses Kebijakan Publik

Nugroho dalam Hayat (2018:26-27) memberikan landasan

penting dalam proses kebijakan publik; bahwa dalam kebijakan

publik memiliki urutan dalam prosesnya, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Kepercayaan akan kebaikan bahwa setiap kebijakan publik
adalah baik. Kebaikan dalam kebijakan publik tertuang dalam
orientasi dan filosofi yang dibangun dalam mewujudkan kepen-
tingan publik/masyarakat. Setiap kebijakan secara prinsip
adalah baik dan untuk kebaikan bersama. Maka ketika
kebijakan itu diimplementasikan dan betul-betul dirasakah
manfaat dan tujuannya oleh masayarakat, kekuatan trust
masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi. Namun
demikian, setiap kebijakan tentunya harus dapat meyakinkan
masyarakat akan implikasi dari kebijakan itu, sehingga dapat
diterima secara mayoritas dan tidak menimbulkan persoalan
baru.

Nilai-nilai dan norma-norma; kebijakan juga mempunyai nilai
dan norma yang terkandung di dalamnya. Setelah kebijakan
publik diterima oleh masyarakat, maka yang perlu dikuatkan
adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam
kebijakan itu; apakah sudah sesuai dengan norma yang ada atau
tidak, apakah nilai yang terkandung dalam sebuah kebijakan
melanggar kode etik atau nilai substansi dari kebijakan itu
sendiri. Unsur nilai dan norma adalah urutan yang tidak boleh
diabaikan bagi peng ambil kebijakan, karena nilai dan norma
itulah yang mengantar- kan kebijakan itu pada keberhasilannya.
Institusional politik lembaga pemerintahan merupakan lembaga
publik yang dibangun berdasarkan asas demokrasi. Proses
kepemimpinan dalam lembaga negara dianut berdasarkan
sistem politik. Jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan
adalah berdasarkan pilihan politik. Presiden, gubernur, dan wali
kota/ bupati adalah jabatan politik. Oleh karena itu, kebijakan-
kebija- kannya berdasarkan pertimbangan politik. Setelah
melihat aspek nilai-nilai dan norma-norma dalam suatau
kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke ruang
institusi politik. Diterima atau tidak kebijakan itu adalah
menjadi kebijakan. Berbagai pertimbangan dan kemungkinan-
kemungkinan menjadi pilihan terbaik dalam proses politik di
dalamnya. Koalisasi berjalan seiring dan terintegrasi sesuai
dengan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama yang
membentuk sebuah kebijakan publik.

Proses politik; kebijakan sebagai produk dari proses politik.
Kebijakan yang sudah masuk ke institusionalisasi politik akan
menghasilkan sebuah keputusan bersama. Lobi-lobi maupun
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pendekatan- pendekatan dalam sebuah kebijakan adalah lumrah
untuk menggolkan visi, misi, dan tujuan dari kebijakan itu.
Adalah yang terbaik produk yang dihasilkan ketika palu di tok
yang  menandakan  kebijakan  itu  berlaku  untuk
diimpelementasikan bersama.

Kinerja atau kegagalankebijakan menghasilkan kepercayaan
baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

Tujuan Kebijakan Publik

Riant Nugroho dalam Hayat (2018:32-33) mengemukakan

empat tujuan dari kebijakan publik.

1)

2)

3)

Mendistribusikan sumber daya tujuan dasional, yang mencakup
redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional.
Redistribusi adalah kebijakan yang mengarah pada pembagian
terhadap sumber daya manusia yang ada sebagai Pamber utama
dalam kebijakan absortit. Kebijkan absortif adalah kebijakan
yang mengarah pada kebijakan penyerapan. Penyerapan
terhadap pendapatan pemerintah untuk kemudian dilakukan
redistribusi sebagai penyanggah dari kebijakan-kebijakan yang
ada, karena kebijakan absortif bertujuan untuk mendukung
kebijakan redistribusi.

Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), dan
deregulasi (kegiatan atau proses menghaspuskan pembatasan
atau peraturan). Kebijakan publik akan menghasilkan sebuah
regulasi yang dibangun berdasarkan kesepakatan untuk
dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan. Membuat regulasi,
membuat aturan dan ketentuan, dan membuat kesepakatan
bersama tentang kebijakan yang akan diambil, termasuk
dampak dari kebijakan yang akan ditimbulkan Pengaturan
tersebut untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan dalam
pelaksanaan kebijakan publik. Di samping itu, kebijakan
regulatif akan bertolak belakang dengan kebijkan deregulatif
yang melepas kan, membebaskan, dan melonggarkan semua
regulasi yang ada untuk menyelesaikan persoalan dan
permasalahan yang timbul. Proses deregulasi itu adalah bagian
dari kebijakan publik.

Dinamika dan stabilitas. Kebijakan publik adalah melakukan
stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi
yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Stabilitas secara politik, ekonomi, sosial maupun
budaya adalah bagian dari kebijakan publik. Negara wajib
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya
dengan kebijkan-kebijkaan yang menjadi kewenangan dan
tanggung jawab negara. Dinamika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah konsekuensi
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dari masyarakat yang interaktif dan mempunyai sosial yang
tinggi, sehingga apa pun persoalannya yang menjadi dinamika
kehidupan kebangsaan harus diatasi dengan menstabilkan
kondisi masyarakat. Seperti misalnya, ketika gerakan reformasi
bergejolak, negara harus mampu mengambil langkah kebijakan
konkret untuk melakukan stabilitas secara politik maupun
ekonomi, sehingga gejolak yang lebih besar dapat dihindari.

4) Memperkuat pasar dan negara. Memperkuat pasar adalah
karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang
menentukan naik turunnya harga. Pasar pula yang memainkan
peran perekonomian secara global. Memperkuat pasar untuk
melakukan stabilitas ekonomi adalah penting untuk dilakukan
dan dikontrol. Disamping itu, memperkuat negara adalah suatu
hal yang wajib dilakukan dalam rangka untuk mengamankan
dari serangan yang merongrong kedaulatan bangsa dan negara.
Keduanya saling dikuatkan agar menjadi negara yang mandiri,
sejahtera, dan sentosa.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Charles O Jones, dalam Sudalhar (2024:2) Implementasi
kebijakan adalah "kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan
lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan
tindakan dengan tujuan".

Menurut Chazali H. Situmorang dalam Joko Pramono (2020: 1-2)
implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar,
biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk
perintah perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan.
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kursial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan
agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Akib dan Tarigan dalam Nurul Umi Ati (2020:2)
Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah
dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi

upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi

masyarakat.
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Menurut Lineberry dalam Slamet Muchsin (2021:27) menyatakan
bahwa setidak-tidaknya proses implementasi kebijakan memiliki
elemen-elemen sebagai berikut:

a. Creation and staffing of new agency to implement a new policy, or
assigment of implementation responsibility to an exiting agency
and its personel;

b. Translation of legislative goal and intens into operating rules of
thumb, develoments of guidelines for use of the implementor;

C. Coordination of agency resources and expenditures to target
groups, development of devision of responsibility within agency
and between agency and related agencies,

d. Allocation of resources to accomplish policy impacts.

Dari pendapat tersebut intinya adalah proses implementasi
kebijakan memiliki empat elemen penting yang harus diperhatikan
yaitu kreasi dan susunan pegawai, menerjemahkan maksud, koordinasi
sumber daya dan agen pembiayaan dan alokasi sumber daya guna
kesempurnaan dampak kebijakan.

Menurut Joko Pramono (2020:2) implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan Langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan
tersebut.

Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua
unsur yaitu ; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan,
adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran,
dan diharapkan 55 akan menerima manfaat dari program

kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi

maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan.
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Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik,
menempati posisi yang penting. Karena kebijakan akan dikatakan
berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Makna dari
implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses
melaksaakan  keputusan bijaksana (biasanya dalam  bentuk
undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah
eksekutif atau dekrit presiden).

. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilah implemetasi
kebijakan akan ditentukan oleh variabel atau faktor, dan masing-
masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam
Subarsono 2021:101) ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja
implementasi kebijakan publik.

a. Kondisi Lingkungan

Kebijakan muncul dari lingkungan sosial-politik-ekonomi
yang kompleks dan khas yang membentuk tidak hanya isi
kebijakan namun juga pola hubungan antar organisasi dan
karakteristik agen pelaksana, di samping menentukkan sumber
daya yang tersedia untuk melaksanakannya. Pemahaman terhadap
kondisi sosial-politik-ekonomi dalam lingkungan pembuatan
kebijakan sangat penting untuk memahami hambatan dan peluang
bagi organisasi pelaksana menerjemahkan kebijakan dalam
tindakan. Struktur politik nasional, ideologi sangat mempengaruhi
arah kebijakan. Di samping itu karateristik struktur kekuasaan
deerah dan itu karateristik sosial budaya kelompok yang terlibat
dalam pembuatan kebijakan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan program, serta ketepatan infrakstruktur fisik untuk
mendistribusikan layanan.

b. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi merupakan bentuk interaksi dan
kolaborasi strategis antara dua pihak atau lebih yang bertujuan
mencapai sasaran bersama secara efektif dan berkelanjutan. Dalam
konteks manajemen program, hubungan ini menekankan
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pentingnya kejelasan dan konsistensi sasaran program sebagai
dasar penyelarasan visi, arah kerja, serta pembagian peran yang
jelas untuk meminimalkan tumpang tindih dan konflik kepentingan.
Kejelasan tujuan tersebut memungkinkan setiap organisasi
berkontribusi secara terarah dan saling melengkapi. Selain itu,
efektivitas jejaring menjadi faktor kunci yang memperkuat
hubungan ini, karena melalui jejaring yang solid, koordinasi dapat
dilakukan secara lebih efisien, sumber daya dapat dioptimalkan,
dan dampak program dapat diperluas. Dengan demikian, hubungan
antar organisasi berfungsi sebagai mekanisme strategis yang
memperkuat pencapaian tujuan bersama melalui integrasi sasaran,
konsistensi pelaksanaan, dan penguatan jejaring kerja sama.
. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi merupakan faktor penting dalam
menentukan efektivitas pelaksanaan suatu program, karena
mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, dana,
sarana-prasarana, informasi, dan dukungan kelembagaan.
Pengelolaan sumber daya yang baik akan menjaga
keberlangsungan kegiatan dan memastikan program berjalan sesuai
rencana. Kontrol terhadap sumber dana perlu dilakukan melalui
perencanaan anggaran yang jelas, pelaporan transparan, serta
pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu,
dukungan dari pimpinan sangat berperan dalam memberikan
arahan, kebijakan, serta motivasi bagi pelaksana program, sekaligus
memperkuat koordinasi dengan masyarakat sebagai mitra
pelaksana. Sinergi antara pengelolaan sumber daya, pengawasan
dana, dan kepemimpinan yang kuat akan menciptakan pelaksanaan
program yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi internal dan kemampuan dari agen
pelaksana juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu program.
Di dalamnya termasuk kemampuan teknis, manajerial dan politik
dari staf agen pelaksana, kemampuan mengkoordinasi, mengawasi
dan mengentegrasikan keputusan dari sub unitnya, serta kekuataan
dukungan politik dari pimpinan politik nasional, administrator di
organisasi lainnya, komitmen petugas terhadap program, serta
kelompok terkait.
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Gambar 2.1
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5. Program Keluarga Berencana (KB)

a. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, menjelaskan bahwa Keluarga Berencana
adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan,
dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan
keluarga yang berkualitas.

Program Keluarga Berencana memungkinkan pasangan dan
individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab

jumlah anak dan jarak umur antar anak (spacing) yang mereka
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inginkan, cara untuk mencapainya, serta menjamin tersedianya
informasi dan berbagai metode yang aman dan efektif. Hal ini
dicapai melalui penggunaan kontrasepsi dan penanganan
infertilitas. Namun, pada remaja, fokus dari kajian teknis ini adalah
pada kesehatan reproduksi, khususnya penyediaan informasi.
Pendapat WHO (World Health Organization) expert
Committee 1970, menjelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah
tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari
kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang
memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan,
mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur
suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.
Kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk
membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil
keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung
jawab tentang:
a) Usia ideal perkawinan;
b) Usia ideal untuk melahirkan;
c) Jumlah ideal anak;
d) Jarak ideal kelahiran anak; dan

e) Penyuluhan kesehatan reproduksi.

b. Tujuan Keluarga Berencana (KB)
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Tujuan dilaksanakan program keluarga berencana yaitu
membentuk keluarga kecil sesuai dengan sosial ekonomi keluarga
dengan cara mengatur kelahiran anak untuk mewujudkan keluarga
bahagia, sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tujuan program keluarga berencana lainnya yaitu menjarangkan,
menunda dan menghentikan kehamilan untuk menurunkan angka
kelahiran, menyelamatkan ibu dan bayi akibat melahirkan pada
usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada
usia tua.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, menjelaskan bahwa tujuan kebijakan keluarga berencana,
meliputi:

a) Mengatur kehamilan yang diinginkan;

b) Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi
dan anak;

C) Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan,
konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi;

d) Meningkatkan partisipasi dan kesertaan laki-laki dalam praktek
keluarga berencana,;

e) Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk
menjarangkan jarak kehamilan.

c. Ruang Lingkup Keluarga Berencana (KB)
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Ruang lingkup program Keluaga Berencana, meliputi:
1. Komunikasi informasi dan edukasi
2. Konseling dan pendidikan seks
3. Pelayanan infertilitas
4. Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan
5. Konsultasi genetic
Sasaran Program keluarga berencana (KB)

Sasaran Program KB dibagi menjadi 2 yaitu sesaran
langsung dan sasaran tidak tidak langsung, tergantung dari tujuan
yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah pasangan usia
subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan
cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan
sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan Program KB,
dengan tujuan menurunkan tingkat fertilitas melalui pendekatan
kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai
keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Manfaat program keluarga berencana (KB)

Beberapa manfaat untuk program Keluarga Berencana
sebagai berikut:

1. Untuk Ibu, dengan jalan mengatur jumlah dan jarak kelahiran
maka manfaatnya:

a) Perbaikan kesehatan badan karena tercegahnya kehamilan

yang berulang kali dalam jangka waktu yang terlalu

pendek.
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b) Peningkatan kesehatan mental dan sosial yang
dimungkinkan oleh adanya waktu yang cukup untuk
mengasuh anak, beristirahat dan menikmati waktu luang
serta melakukan kegiatan lainnya.

2. Untuk anak-anak yang dilahirkan, manfaatnya:

a) Anak tumbuh secara wajar karena ibu mengandungnya
dalam keadaan sehat.

b) Sesudah lahir, anak mendapat perhatian, pemeliharaan dan
makanan yang cukup karena kehadiran anak tersebut
memang diinginkan dan direncanakan.

3. Untuk anak-anak yang lain, manfaatnya:

a) Memberi kesempatan kepada anak agar perkembangan
fisiknya lebih baik karena setiap anak memperoleh
makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam
keluarga.

b) Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna
karena pemeliharaan yang lebih baik dan lebih banyak
waktu yang diberikan oleh ibu untuk setiap anak.

C) Perencanaan kesempatan pendidikan yang lebih baik
karena sumber-sumber pendapatan keluarga tidak habis
untuk mempertahankan hidup semata-mata.

4. Untuk ayah, memberikan kesempatan kepadanya agar dapat;

a) Memperbaiki kesehatan fisiknya,
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b) Memperbaiki kesehatan mental dan sosial karena
kecemasan berkurang serta lebih banyak waktu terluang
untuk keluarganya.

5. Untuk seluruh keluarga, manfaatnya: Kesehatan fisik, mental
dan sosial setiap anggota keluarga tergantung dari kesehatan
seluruh keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai
kesempatan yang lebih banyak untuk memperoleh pendidikan.

f. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Akses terhadap pelayanan Keluarga Berencana yang
bermutu merupakan suatu unsur penting dalam upaya mencapai
pelayanan Kesehatan Reproduksi sebagaimana tercantum dalam
program aksi dari International Conference on Population and
Development, Kairo 1994. Secara khusus dalam hal ini termasuk
hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap
berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, terjangkau, dan
akseptabel. Sementara itu, peran dan tanggung jawab pria dalam
Keluarga Berencana perlu ditingkatkan, agar dapat mendukung
kontrasepsi oleh istrinya, meningkatkan komunikasi di antara
suami istri, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi pria,
meningkatkan upaya pencegahan IMS, dan lain-lain. Pelayanan
Keluarga Berencana yang bermutu meliputi hal- hal antara lain:

1. Pelayanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan;

2. harus dilayani secara profesional dan memenuhi standar

pelayanan;
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3. Kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan;

4. Upayakan agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk
dilayani;

5. Petugas harus memberi informasi tentang pilihan kontrasepsi
yang tersedia;

6. Petugas harus menjelaskan kepada klien tentang kemampuan
fasilitas kesehatan dalam melayani berbagai pilihan
kontrasepsi;

7. Fasilitas pelayanan harus memenuhi persyaratan yang
ditentukan;

8. Fasilitas pelayanan tersedia pada waktu yang ditentukan dan
nyaman bagi klien;

9. Bahan dan alat kontrasepsi tersedia dalam jumlah yang cukup;

10. dan Terdapat mekanisme supervisi yang dinamis dalam rangka
membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul
dalam pelayanan.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan program Keluarga

Berencana diperlukan petugas terlatih sebagai berikut:

1. Mampu memberikan informasi kepada klien dengan sabar,
penuh pengertian, dan peka;

2. Mempunyai pengetahuan, sikap positif, dan keterampilan
teknis untuk memberi pelayanan dalam bidang kesehatan
reproduksi;

3. Memenuhi standar pelayanan yang sudah ditentukan;
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4. Mempunyai kemampuan mengenal masalah;

5. Mempunyai kemampuan mengambil langkah-langkah yang
tepat dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk kapan dan
kemana merujuk jika diperlukan;

6. Mempunyai kemampuan penilaian klinis yang baik;

7. Mempunyai kemampuan memberi saran-saran untuk perbaikan
program;

8. Mempunyai pemantauan dan supervisi berkala;

9. Pelayanan program Keluarga Berencana yang bermutu
membutuhkan;

10. Pelatihan staf dalam bidang konseling, pemberian informasi
dan ketrampilan teknis;

11. Informasi yang lengkap dan akurat untuk klien agar mereka
dapat memilih sendiri metode kontrasepsi yang akan
digunakan;

12. Suasana lingkungan kerja di fasilitas kesehatan ber- pengaruh
terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
yang bermutu, khususnya dalam kemampuan teknis dan
interaksi interpersonal antara petugas dan klien; dan

13. Petugas mempunyai visi yang sama tentang pelayanan yang
bermutu.

6. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

a. Pengertian Kontrasepsi
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Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah
atau melawan, sedangkan konsepsi berarti pertemuan antara sel
telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan.
kontrasepsi adalah untuk menghindari atau untuk mencegah
terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur
yang matang dengan sel sperma. Sejak jaman dulu, di Indonesia
pasangan usia subur sudah menggunakan obat dan jamu yang
maksutnya adalah untuk mencegah kehamilan. Keluarga berencana
modern di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1953. Pada waktu
itu  sekelompok ahli kesehatan, kebidanan, dan para
tokohmasyarakat yang telah memulai membantu masyarakat
memecahkan masalah-masalah dalam pertumbuhan penduduk
(Susanto,2007).

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya
kehamilan, upaya tersebut dapat bersifat sementara, dapat pula
bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu
variabel yang mempengaruhi fertilitas (Prawirohardjo, 2007).
Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak
dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu,
Pemerintah mencanangkan program atau cara untuk mencegah dan
menunda kehamilan (Sulistyawati, 2013). Kontrasepsi adalah
upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat
bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat

dilakukan dengan menggunakan cara, alat atau obat-obatan.
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b. Tujuan Kontrasepsi
Secara umum tujuan pemakaian alat kontrasepsi ini adalah
diupayakan untuk menyelamakan ibu dan anak akibat melahirkan
pada usia mudadan dalam rangka merencanakan pembentukan
keluarga kecil, bahagia sejahtera, hal ini terbagi atas tiga masa usia
produksi: pertama untuk masa menunda kehamilan bagi pasangan
usia subur (PUS) dengan istri usia dibawah 20 tahun dianjurkan
untuk menunda kehamilan. Kedua, masa menjarangkan kehamilan
periode istri usia 20 minggu sampai 35 tahun merupakan usia
paling baik untuk melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dengan
jarak kelahiran 3 sampai 4 tahun. Ketiga, masa untuk mengakhiri
setelah memiliki 2 orang anak atau lebih (Susanto,2007).
c. Cara Kontrasepsi
Ada dua pembagian cara kontrasepsi, yaitu cara kontrasepsi
sederhana dan cara kontrasepsi modern.
1) Kontrasepsi sederhana
Kontrasepsi sederhana terbagi atas kontrasepsi tanpa alat
dan kontrasepsi dengan alat/obat. Kontrasepsi sederhana tanpa
alat dapat dilakukan dengan senggama terputus, pantang
berkala, metode suhu badan basal, dan metode kalender.
Sedangkan kontrasepsi sederhana dengan alat/obat dapat
dilakukan dengan kondom, diafragma, kap serviks, dan
spermisida.

2) Kontrasepsi Modern
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Kontrasepsi modem dibedakan atas 3 yaitir. 1) kemrasepsi
hormonal, yang terdiri dari pil, suntik, implant/AKBK (Alat
Kontrasepsi Bawah Kulit). 2) IU/D/AKDR (Alat Kontrasepel
Dalam Rahim). 3) Kontrasepsi mantap yaitu dengan operasi
tubektomi (sterilisesi pada wanita) dan vasektomi (sterilisasi
pada pria) (Hartanto, 2004).

d. Metode Kontrasepsi
Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam
memlih kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang baik ialah
kontrasepsi yang memiliki syarat-syarat:
1) Aman atau tidak berbahay
2) Dapat diandalkan
3) Sederhana, murah dan pemakaian jangka lama
4) Dapat diterima oleh orang banyak.
€. Macam-Macam Alat Kontrasepsi
Berdasarkan lama efektivitasnya kontrasepsi dapat dibagi
menjadi 2 yaitu:
1) MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang masuk
kategori ini adalah jenis susuk/implan, MOW, IUD dan MOP.
2) Non MKIJP (Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang
termasuk kategori ini adalah kondom, pil, suntik dan metode
lain selain yang ada di MKJP.

f. Jenis Alat Kontrasepsi
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Wujud dari Program Keluarga Berencana adalah pemakaian

alat kontrasepsi untuk menunda atau mencegah kehamilan sehingga

tercapai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Berikut alat

kontrasepsi yang paling sering digunakan oleh masyarakat atau ibu-

ibu pasangan usia subur yaitu:

1)

2)

Pil (Biasa dan Menyusui)

Pil (Biasa dan Menyusul) manfaatnya tidak mengganggu
hubungan seksual dan mudah dihentikan setiap saat. Risikonya
terhadap kesehatan sangat kecil. Efektivitas: Bila diguakan
secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu
dalam 1 tahun. Efek samping perubahan pola haid (haid jadi
sedikit atau semakin pendek, haid tidak teratur, haid jarang,
atau tidak haid), sakit kepala, pusing, mual, nyeri payudara,
perubahan berat badan, perubahaan suasana perasaan, jerawat
(dapat membaik atau memburuk, tapi biasanya membaik), dan
peningkatan tekanan darah.

Suntik KB (1 dan 3 bulan)

Jenis alat konrasepsi yang satu ini bisa dibilang sangat
efektif (0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan) selama tahun
pertama penggunaan suntik KB. Alat kontrasepsi suntikan juga
mempunyai keuntungan seperti tidak perlu menyimpan obat
suntiknya dan jangka pemakaiannya biasa dalam jangka
panjang. Efektivitas: Bila digunakan dengan benar, risiko

kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun.
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Kesuburan tidak langsung kembali setelah berhenti, biasanya
dalam waktu beberapa bulan. Efek samping: Perubahan pola
haid (haid tidak teratur atau memanjang dalam 3 bulan
pertama, haid jarang, tidak teratur atau tidak haid dalam 1
tahun), sakit kepala, pusing, kenaikan berat badan, perut
kembung atau tidak nyaman, perubahan suasana perasaan, dan
penurunan hasrat seksual.

Implant (susuk)

Ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan di lengan
atas bawah kulit den sering digunakan pude tangan Kkiri.
Keuntungannya daya guna tinggi, dan tidak mengganggu
produksi ASI dan pengembalian tingkat kesuburan yang cepat
setelah pencabutan. Dengan pemakaian yang benar, sakali
pasang KB Impian sudah dapat mencegah kehamilan selama
tiga tahun. Efektivitas: Umumnya, risiko kehamilan kurang
dari 1 diantara 100 ibu dalam 1 tahun. Efek samping:
Perubahan pola haid (heberapa bulan pertama: haid sedikit,
haid tidak teratur lebih dari 8 hari, haid jarang, atau tidak haid,
setelah setahun haid sedikit, haid tidak teratur, dan hald
jarang), sakit kepala, pusing, perubahan suasana perasaan,
perubahan berat badan, jerawat (dapat membaik atau
memburuk), nyeri payudara, nyeri perut, dan mual.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim atau IUD (Intra

Uterine Device) atau Spiral
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Seperti namanya, AKDR adalah alat kontrasepsi yang
digunakan dalam Rahim. Efek sampingnya sangat kecil dan
mempunyai keuntungan efektivitas dengan proteksi jangka
panjang 5 tahun dan kesuburan segera kembali setelah AKDR
diangkat. Efktivitas: Pada umumnya, risiko kehamilan kurang
dari 1 diantar 100 ibu dalam 1 tahun. Efektivitas tahan lama,
hingga 12 tahan. Efek samping Perubahan pola haid terutama
dalam 3-6 bulan perana (haid memanjang dan banyak, haid
tidak teratur, dan nyeri haid).

Kondom

Alat kontrasepsi yang terbuat dari berbagai bahan
diantaranya lateks (karet), plastik (vinil) atau bahan alami
(produksi hewan) yang dipasang pada penis saat berhubungan
seksual. Manfaat kondom sangat efektif bila digunakan dengan
benar dan dapat dibeli dengan murah. Efektivitas: Bila
digunakan dengan benar, risiko kehamilan adalah 2 di antara
100 ibu dalam 1 tahun. Efek samping: Tidak ada.

Tubektomi (Kontrasepsi Medis Operatif Wanita/MOW)

Jenis kontrasepsi ini adalah prosedur bedah mini untuk
memotong, mengikat atau memasang cincin pada salutan tuba
fallopi untuk menghentikan fertilasi (kesuburan) seorang
perempuan. Manfaatnya sangat efektif, baik apabila kehamilan
akan terjadi risiko kesehatan yang serius dan tidak ada efek

samping dalam jangks panjang. Efektivitas: Pada umumnya,
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risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 dalam I tahun.
Efek samping: Tidak ada.
7) Kontrasepsi Medis Operatif Pria (MOP)/Vasektomi
Vasektomi merupakan tindakan penutup (pemotongan,
pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani pria/suami
sebelah kanan dan kiri; sehingga pada waktu bersanggama, sel
mani tidak dapat keluar membuahi sel telur yang
mengakibatkan tidak terjadi kehamilan. Tindakan yang
dilakukan adalah lebih ringan dari pada sunat atau khinatan
pada pria, dan pada umumnya dilakukan sekitar 15-45 menit,
dengan cara mengikat dan memotong salaran mati yang
terdapat di dalam kantong buah zakar.
8) KB Alami
Program KB ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang
tidak Ingin tubuhnya disisipi benda asing. Tidak cocok
memakai alat kontrasepsi, atau takut efek sampingnya. KB ini
dapat digunakan dengan tiga cara, diantaranya tidak
berhubungan intim saat masa subur, menarik keluar penis
sebelum mengeluarkan sperma atau ejakulasi saat penetrasi,
dan memberikan ASI eksklusif pada bayi.
g. Faktor Yang Memangaruhi Pemilihan Metode Kontrasepesi
Ada banyak faktor yang memengaruhi seseorang dalam
memilih metode kontrasepsi, diantaranya:

1) Umur
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2) Pendidikan ibu dan pengetahuan ibu

3) Dukungan suami

4) Status pekerjaan

5) Jumlah anak

6) Jumlah penghasilan

7) Kualitas pelayanan KB

8) Jarak ke tempat pelayanan

9) Biaya penggunaan alat kontrasepsi

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah bagian dari suatu alur pemikiran
seseorang terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan acuan
dalam memecahkan suatu permasalahan yang diteliti secara logis, dan
sistematika yang dibuat dengan kedudukan atau tingkatan yang dilandasi
dengan teori-teori yang relevan agar sesuai dengan permasalahan dalam
penelitian. Teori yang dikemukakan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis
A. Rondinelli (dalam Subarsono 2021:101):
a. Kondisi Lingkungan
b. Hubungan Antar Organisasi
c. Sumber Daya Organisasi

d. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana.
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Gambar 2.2
“Kerangka Pemikiran”

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga Berencana
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[ Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
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Fenomena Masalah:
1. Kurangnya informasi yang diperoleh

Teori yang dikemukakan oleh G.

Shabbir Cheema dan Dennis A. masyarakat mengenai program KB

Rondinelli  (dalam  Subarsono khu_susnya Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP).

2021:101): 2. Besarnya rasa takut masyarakat untuk

menggunakan KB  MKJP  karena

a. Kondisi Lingkungan . . .
gkung khawatir akan rasa sakit, peningkatan

b. Hubungan Antar Organisasi berat badan, dan mitos efek samping
L lain.

C. Sumber Daya Organisasi 3. Rendahnya jumlah pengguna KB MKJP

d. Karakteristik dan Kemampuan di Desa Cangkering disebabkan oleh

kurangnya sosialisasi dan juga adanya
pandangan masyarakat yang mengaitkan
dengan  ajaran agama, sehingga
dianggap haram.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program KB Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang D1 Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

= =

Agen Pelaksana.

Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Desa
Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara




